
bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 
(2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M­ 
DAG/PER/ 11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, untuk itu 
berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan­ 
undangan perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja 
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Kabupaten Sintang; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan 
sebagai upaya menciptakan kondisi tertib ukur guna 
tercapainya jarninan kebenaran, kepastian hukum dan 
perlindungan konsumen maupun produsen dalam 
pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran serta alat­ 
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga 
dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat yang 
profesional dan akuntabel melalui Unit Pelaksana Teknis; 

c. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap 
kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka 
Peraturan Bupati Sin tang Nomor 134 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Keci] 
dan Menengah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu 
diganti; 

d. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat 
Nomor 061. l /0317 /OR-A tanggal 29 Januari 2018, perthat 
Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Unit Pelaksana 
Teknis Metrologi Legal dapat dibentuk dengan klasiflkasi A; 

: a. Menimbang 

BUPATI SINTANG, 

TENTANG 

PEMBENTUK.AN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS 

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR JS TAHUN 2018 

·--- 
-- __ _____._._ ·- 



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud 
dalam hl)J'uf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang; 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang {Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3193); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5492); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 1985 tentang Wajib 
dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta 
syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3283); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tahun 1987 tentang Satuan 
Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berla.ku 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nornor 
17, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
3351); 

8. Pen:turan Pernerintah Nornor 2 Tahun 1989 tentang Standar 
Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nornor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3388); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan F'ungsional Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Ta.mbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

10. Peraturan ... 

Mengingat 



11. Pengujian ... 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Dinas ad~ah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kectl_ dan Menengah Kabupaten Sintang. 
5. Kepala Dmas adalah Kepala Dinas Perindustrian 

Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Sintang. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
a~alah U~sur P~laksana Togas Teknis Operasional pada 
Dmas Penndustnan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah Kabupaten Sintang. 

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi 
Legal. 

8. Konsumen_ adalah setiap orang yang memakai barang 
dan/ at~u jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentmgan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

9. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen. 

10. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, 
menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara 
tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
KABUPATEN SINTANG. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat·, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang 
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7). 



. , , 1l11d11ku11 r1111tt, ,1Jl1c1'6uv,u11 nl~h 
J J. Pc:11.~11j1,m wl1·1l11h k,~t1td11t11h11 

11 
1.i ,,iw,, ,,fuf ""-"' t1m11!)1n . . , , . H I k ,11111k m1·111 ,m,1 ,,,-.,' t 

Pc:v,1.1Wlll 0,. Ill • I 1 
' tW,f:111111 P."''" 111t~,,,~1,,,,k.11t1 t$/ Hf 

NIJWdllr '"'' ',k. hlll Wtll Vlitljl, ', J l.,IJI';·,,, 11Jt,.1,n 1:JIIJ:111) 1µ~411/'hfl 
ukurny,., (Nif'11I ,,,,:, ,·11l11J~lnJ " "'' , 'j - 
a.l.sw k.r.r:u.d11l11111 1:mr,w.1d1.11r~~"; .. .,.11IHl1H1 ,,~ .. ,.~ lfJr,ml,r,nfH~ 

l 'I , I 1, I t-;f•l''lllilr-,11HIII Y, r; I .., 12, K11 1 imt',I Ht 11 1 1 •• • , ·' 11)1,i111uldo,n old, ,,,~,,·,m~n 
h1J IJu n v,,m m ii llt''..t "11111 y,,, wk s1 t M, ")ls,i '/t.1 r,11, ti i'fm v. iii 
pcn~Ukllr 1111111 tiltilClfl fJr.11~11/t'~~;,j ys11Jj!. ~1111s1f1 (1Jjt,1~ts,f,1Jj 
c,Jch IJL1h1111. uku,·, dc1wJ11J ,, ,, " ~ d11J~;", ,11,11.0,, jr,or1111it;.i yun~ br.rkstif,11/l <1:_u·l ''t~m·,~; ,,r:~:;, ,,d:,J:,h Jt,i~jl)J•fJ:1fl 1111t1JJt, 
tcrlc:lil,u, <lc1w1111 y,JJfJJ 11111 ·, 1 1' J fll)JIJIJJ.,;;,11 HJHf. 
mr.rw11tUKWJ kclJCIIIJf'lf/J Y.(JIJ!/Cllt-.llJIJS,J fJJ SH ~ ft., ,,~',r,tJII1;r1 . , k dt•J V.' f u,u, 111'~1 I ,,, n rr-: 
ukur dun b:tl1M1 ,,, .ur , , ,, ',,,r, JU f1,111~u, (t,01:1:ofJ/~1) 
tcrhwlSJp ttl:mrl:.,r. ukumy:; y1,11jl, ffl, , I I ku,;J,, (J:,r,f t,f.:JIJ 
kc 81,:,nd1.1r ns.101<11wJ ur,tuk F}tJt u,,r, J • · 

inlc:rnw1iorwl. . . ", fl, r 1~n'lf1Ji~n 13 Vcrifik:rni ad:.il:,h krrnfirm:t~I md:,IIJI r~n~Hp,~n ,; ' ' t ' 
· · bukti bahwo rmrnyHmt:m ym,~ dlfr-thf,k.HfJ td:J\~r,r('7r,•~~~· ... 

11 
•i 

· J I L J t t' 1u '"U'J ur,tu,,., m,.rw~, .,,, ,. 14 IntcrkC)rrJfJ,JUJHI w I) 1)11 S,jiJ IJ 1 ),J • ,, ' ' :r , t. 
. unjuk kcrj;, J,JfJr,rntJJriurri r11;11P,1Jji (forW;JJJ ,;:-JPJ fJl;mf»Jr,1. lfW/J J 

yang tidak terputu t-putu 1, 1,, '1 Jc 
15 Marnpu TcJ1..urnr ,,cfoh,h kr:rrwrnr,wJn rfori H"1Jht1J ,W$$1 U .• ur 

. sccara individual urn uk dibul,,mvy.:m kr; hf.,;ruJ;,r-1,t»ntJ.:;,r 
nasiomJl,/intcrrwriicJTwl urit uk ~:,twJn ukun~n rJ;,n ~tm;, 
sixtcrn pcngukuran y,JnY, ,Ji!~~Jhv.:,n Y,-,<;:Jr:·, r,;,;J;u,n~J ma1Jp1Jn 
intcrnasional mclalui Hu:c1tu rrwtJJ mr,t;Ji fJf:rb:.mtJ1rw;Jn y:Jn.g 
tak terputua-putus. 

16. Mctrologi c1d~lah ilrrru f)(:nw:t;Jhu;;n tt:nt~nY, ukur m~~ukur 
sccara luas. 

17. Metrologi Legal adalah mr:trrJlrW) y:Jn~ m1;11~y,l1JJf:1 !Sfjf)Jan­ 
satuan ukuran, rnefJJdu rrit;IJ,rfo p,;r,v,iJkun;n rfor, ;;J;,t :Jl~,t. 
ukur yang mcnyangkut r,r,rny,.sn,t...-,n tJ;kr,ik d:JrJ peraturan 
berdasarkan Undang-Undang y:.JnY, bert.ujuan rnclindungi 
kcpentingan urnum dalarn rwl v.dx:-ri<Jr<Jn f>f-:-r,gukur~n. 

18. Pasar adalah setiap tcrnpat :Jt;:.,u b,w,.J.um y:.,ng ditetapkan 
atau diuaahakan olch Pemerintah JJ;;t;r:,b, H:,tfon Uts~h~ lain 
atau pcrorangan yang dipergunakan untuk k,;~);,t}.jn 
memperjualbclikan, mempertunjukkan dan mcmpromosikan 
ba rang da n / c1 ta u j~t~1J. 

19. Standar Saluan Ukuran arfalah standar besaran fi1rik dari 
satuan ukuran yang 11ah dip~k~i adJrJ.?.fai cfa~r pcrnb&n<ling. 

20. Alal ukur adc1lah c:1Jr:1_t y,mg dip,:runtuv.J..:<Jn a.tau dir"~k~i V~..gi 
pengukuran kuantit:.cJtt cfan/<Jt;;JU kw,Jitms. 

21. Alat takar &dalah r.ilat y1:1n~ dip<;runtlJkk.::tn a.tau djp~J,..aj bagi 
pengukuran kuantita.H cit-""u p<;n~b,n.m. 

22. Alat timbang adcJla.h ci18t y:Jng dip,;runtukkan at.au dj~J<.ai 
bagi pen~kuran maaaa at1Ju rxmim~y,.my~n. 

23. Tera Ulang adcil;.1h hal m,;nf:lnd:,j w;<;GJra br;rk~Ja den~n 
tanda tera sah cJ.tau tanda t,;r;;i 1Yr.1wl ycJng t.H;rl;;ku, at.Hu 
memberikan k,~.cr~n?;Jn f..1;rtulfo y~ng bc-rf;mf.i:, t~m s~h :,t:,u 
tanda batal yang r.J(;r)<Jku, dilakukan okh pcw,wai berhak, 
berdasarkan pcngujian yang dijHlM,kan tJf.a..tt ::ifr,t-~Jat ukur, 
takar, timbang d<Jn p<;rl,;nj{k;Jpr-1nny<J yc1ng tJ;Jah ditcrf.l. 

24. P<-:iabat Be,-rhGtk adc:1lah Pt;j()b;,1t Fun~;,ir,n;;J Pen.era yang diberi. 
hak untuk melakaanak.an k(;gia.t.an M(,-trolc~) Legal, 

25. KeuJmr,ok ... 



BAB V ... 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Unit P lak T kn. e sana e rs Metrolozi Legal terdiri dari : i:::,• 

a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) B_agan Struktur Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lam · ak b · . piran yang ~~rup an agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu ti. 
mt. pa 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
:ata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPT. 

(2) K~pala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya 
dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata U saha dan Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

(1) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

UPT Metrologi Legal adalah UPT di bidang kemetrologian yang 
berkedudukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. 

Pasal 4 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Metrologi Legal pada 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Sintang dengan klasifikasi kelas A. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didas~kan pad~ _keahlian 

· dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 



Bagian ... 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program unit; 
b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan 

program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum, serta 
pengelolaan keuangan dan aset; 

c. pendataan dan pendaftaran di bidang kemetrologian; 
d. pengelolaan standar ukuran tingkat III, cap tanda tera dan 

sarana kemetrologian lainnya; 
e. pemeriksaan, pengujian, verifikasi standar tingkat IV dan 

standar kerja untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya (UTIP) guna mendapatkan telusuran 
standar nasional; 

f. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia 
usaha dalam rangka kegiatan tera atau tera ulang alat-alat 
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTIP) metrologi 
legal serta kalibrasi UTIP bukan metrologi legal; 

g. penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat; 
h. pengamat~ d~ pengawasan terhadap pelanggaran 

dan/ata~ tmdak pidana undang-undang metrologi legal; 
i. penganalisaan dan evaluasi data alat-alat ukur takar 

timb~g dan perlengkapannya (UTTP) serta data lain~ya yan~ 
berkaitan dengan kemetrologian; 

J. pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan kegiatan 
kemetrologian; 

k. pelaksana?-11 pengawasan di bidang kemetrologian; 
1. pengen~al1an pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian; 
m. pembenan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas d · 

bidang kemetrologian; dan 
1 

n. p~laksanaan tugas lain di bidang kemetrologian yang 
diserahkan Kepala Dinas. 

Pasal 7 

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan ~ebagian 
tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperas1, U s~a 
Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang di bidang kemetrologian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan s_erta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dmas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu . 
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

:P- _. 



n. pelaksanaan ... 

. 
• 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, Kepala UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis 

operasional dan/atau penunjang di wilayah kerjanya; 
b. pelaksanaan kebijakan tekrris operasional dan/ atau teknis 

penunjang pada lingkup bidang tugasnya; 
c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau 
teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; 

d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian 
tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada 
lingkup bidang tugasnya; 

e. pengelolaan standar ukuran tingkat III, cap tanda tera dan 
sarana kemetrologian lainnya; 

f. pemeriksaan, pengujian, verifikasi standar tingkat IV dan 
standar kerja untuk alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkap8:°nya (UTIP) guna mendapatkan telusuran 
standar nasional: ' g. penyus~nan tahapan dan jadwal pelaksanaan alat-alat ukur =· timbang dan_ perlengkapannya ( (UTIP) serta daU: 

. ya yang berkaitan dengan kernetrologian di ·1 ah 
kerjanya; 1 Wl ay 

h. pelaksanaan pendataan dan pelayanan kegiatan t 
tera ulang alat-alat ukur takar . era atau 
perlengkapannya (UTTP) serta data lain~ tirnbang ?-an 
dengan kemetrologian di wilay h k . ya yang berkaitan 

i. pelaksanaan penerimaan a . erjanya; 
pengaturan penggunaan' Jenyrmpanan, ~engarnanan dan 
kegiatan tera atau tera ul~~!~~::ig mventaris. untuk 
dan perlengkapannya; ukur, takar, timbang 

j · pelaksanaan analisis dan . rnerespon keluhan/pen adu penyelesaian masalah serta 
alat ukur takar tirnbangg d an ml asyarakat terhadap alat- 

k lak ' ' an per engkapannya· 
. pe sanaan pembinaan bi bi ' terhadap bawahan: ' rm mgan dan pengawasan 

1. p~nyusunan dan ~elaksanaan standar . bidang tera atau tera ulang al t al pelayanan mmimal di d 1 a - at ukur tak . an per engkapannya (UTTP) , ar, timbang 
rn. p~n~sunan dan pelaksanaan stand . di bidang kernetrologian; ar operasional prosedur 

Pasal 9 

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memi~pin, 
membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawas1 dan 
mengendalikan kegiatan UPT Metrologi Legal Kabupaten Sintang 
berdasarkan petunjuk teknis dan arahan dari Kepala Dinas 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Kepala UPT 

Pasal 8 

--· 



k. pelaksanaan ... 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja, program kerja dan jadwal 

kegiatan tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, 

kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, 
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan UPT Metrologi Legal; 

c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai 
melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan 
daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna 
meningkatkan disiplin pegawai; 

d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan 
prasarana UPT Metrologi Legal agar digunakan sesuai 
kebutuhan; 

e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna 
mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang; 

f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan 
pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha 
sebagai bahan informasi dan analisis· 

' g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, 
dengan lembaga masyarakat dan/ atau masyarakat terkait 
secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi 
pelaksanaan tugas; 

h. penyampaian informasi kebijakan teknis UPT Metrologi Legal 
kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan 
komunikasi yang sinergis; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya 
dengan program kerja; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata 
Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban keziatan: dan ~~ ' 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 10 

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat { 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyus~an 
rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, 
organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, 
rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana sert~ 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPT Metrologi 
Legal. 

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaks~a~ t~s 
teknis operasional dan/ a tau teknis penunjang pa a ng P 
bidang tugasnya; dan . 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



Pasal 17 .. , 

Pasal 15 

Kepala UPT Metrologi Legal dal . 
berdasarkan kebijakan yang d"ta: :elaksana.kan tugasnya 
sesuai dengan peraturan perund~:-~d:ig:~h Kepala Dinas 

Pasal 16 

Kelompok jabatan fungsional dapat d ib . 
kelompok yang masing-masin rli . . I agi <:Iaiam sub-sub 
dan ditunjuk oleh Kepala Dina~. iprmpm oleh peJabat fungsional 

BAB VII 
TATA KERJA 

(2) Kepala Sub Bagian Tata U ah dal 
Eselon IV B. s a a ah Jabatan Struktural 

BAB VI 
ESELONERING 

Pasal 14 

(1) Kepala UPT Metrologi Legal adalah Jabatan 
Eselon IV A. Struktural 

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan 
fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban 
kerja. 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT Metrologi 
Legal sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

k. pela.ksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 
Metrologi Legal sesuai bidang tugasnya dalam rangka 
pencapaian tujuan organisasi. 



BAB IX ... 

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sintang. 

Pasal 19 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

(3) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari 
~~ahan d~ menggunakan sebagai bahan evaluasi dan 

k 
and pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis 

epa a bawahan. :.1 

(2) Setiap p~pinan dan pejabat fungsional pada UPI' Metrologi 
Legal wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan 
d~ ~enyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara 
periodik maupun se~aktu-waktu dan tepat waktu kepada 
atasan masmg-masmg sesuai peraturan perund _ 
udangan. ang 

(1) Kepala UPT Metrologi Legal wajib menyampaikan laporan 
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat 
waktu kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha dan para pejabat Fungsional wajib 
menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing 

. kepada Kepala UPT Metrologi Legal. 

(4) Kepala UPT Metrologi Legal wajib menyampaikan laporan 
hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 

. Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(2) Pejabat Struktural maupun Fungsional dalam 
melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi 
petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan 
kepada atasan masing-masing. 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPI' Metrologi Legal, 
Sub Bagian Tata U saha dan Kelompok Jabatan Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing Kelompok 
kerja serta dengan semua Bidang di lingkungan Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 17 



BABX ... 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Sintang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi 
Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang (Berita Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 134) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

(3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau 
belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. 

(2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas 
berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta 
mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan 
proporsional. 

(1) Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan 
Fungsional Umum pada UPT Metrologi Legal diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. 

Pasal 20 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 

YOSEPHA HASNAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 1 MA-~'T 2018 

e: 
L 

t( JAROT WINARNO 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 1 MA-tl-ci 2018 

BUPATI SINT 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 22 

BABX 
KETENTUANPENUTUP 

/ 


